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Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga membawa titik terang bagi perempuan yang rentan menjadi korban dalam tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak lagi menjadi masalah privat melainkan menjadi masalah publik. Ketiadaan hukum yang melindungi korban kekerasan tidak dapat lagi dijadikan alasan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Bahkan kelahiran Undang-undang ini mengatur secara khusus kerjasama beberapa pihak untuk memberikan perlindungan hukum/korban. 
Perlindungan korban berarti juga perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Selain Negara, salah satu pihak yang dapat memberikan perlindungan korban KDRT ialah lembaga sosial yang perjuangannya dikhusukan kepada perempuan. Dalam upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum, Faktor-Faktor yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini. 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan yang bisa membuat korban menjadi trauma juga kekerasan pada fisik. Oleh karena itu dalam Undang – undang No. 23 tahun 2004 ini diharapkan menjadi alat yang mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada di masyarakat. Perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam sebuah keluarga, untuk itu, diharapkan mampu mengemabangkan nilai – nilai kasih sayang, kesetaraan dan kesederajatan, keperdulian satu sama lain.


Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada beberapa bagian mulai dari fisik, psikis, seksual, dan menelantarkan. Sebagai contoh bila seorag suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya maka akan mendapatkan sanksi, sesuai di dalam pasal 44-50 Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sanksi tersebut berupa kurungan penjara 5 hingga sampai 20 tahun penjara, serta denda sebesar 3 juta hingga sampai 500 juta rupiah. 


Kesimpulan dari penelitian ini dalam Undang – undang No 23 tahun 2004 tantang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam isi Pasal 4 Ayat (1) Undang – undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan kurunngan penjara 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah.
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ABSTRACT

Birth of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic
Violence brings a bright spot for women who are vulnerable to becoming victims
of acts of Domestic Violence. The problem of Domestic Violence (KDRT) is no
longer a private problem but a public problem. The absence of laws protecting
victims of violence can no longer be used as an excuse for the high number of
cases of violence against women. Even the birth of this law regulates specifically
the cooperation of several parties to provide legal protection/victims.

Protection of victims also means protection of human rights. Victims of
Domestic Violence need protection and assistance. Apart from the state, one of
the parties that can provide protection for victims of domestic violence is a social
institution whose struggle is specifically for women. In the Government's efforts to
provide legal protection and the role of social institutions in providing legal
protection, the factors that play a role in providing legal protection are the main
issues discussed in this thesis.

Domestic Violence is an act that can traumatize the victim as well as
physical violence. Therefore in Law no. 23 of 2004 is expected to be a tool that
can stop the culture of violence that exists in society. Women as the first and
Soremost educators in a family, for this reason, are expected to be able to develop
values of compassion, equality and equality, caring for one another.

Domestic  Violence has several parts, starting from physical,
psychological, sexual, and neglect. For example, if a husband commits an act of
violence against his wife, he will receive sanctions, according to Articles 44-50 of
Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The

s the form of imprisonment for 5 to 20 years in prison, as well as a
g 500 million rupiah.

@5 years or a fine of up to 15 million rupiah.
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